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TENTANG

TIM PENGELOLA PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK

SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI KABUPATEN TANGGAMUS

Menimbang

Mengingat

bahwa dalam rangka untuk mewujudkan kepastian tentang hak,
tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak terkait
dalam penyelenggaraan pelayanan publik pada Sekretariat Dewan
Pengurus Korpri Kabupaten Tanggamus serta peningkatan kualitas
Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Sekretariat Dewan
Pengurus Korpri Kabupaten Tanggamus, maka dipandang perlu
membentuk Tim Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik pada
Sekretariat Dewan Pengurus Korpri;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a tersebut diatas, maka perlu menetapkan Keputusan
Sekretaris Dewan Pengurus Korpri tentang Tim Pengelola
Pengaduan Pelayanan Publik Sekretariat Dewan Pengurus Korpri
Kabupaten Tanggamus.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3890);

Undang-Undang Nomor 02 Tahun 1997 Tentang Pembentukan
Kabupaten Dati II Tulang Bawang dan Dati I Tanggamus;
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4125 )

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang bersih dan Bebas Korupsi Kolusi, dan Nepotisme
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran
negara Nomor 3851);

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran
Negara Nomor 038);
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Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Dacrah scbagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Pengganti undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Dacrah;

Undang-undang Nomor 02 Tahun 2015 tentang  Penctapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang-Undang
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor
74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3175);

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan
Negara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3866);

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan
Pelayanan Publik;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
Per/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar
Pelayanan Publik;

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:
KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi
dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah ( SPIP );

Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 12 Tahun 2012
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan
Pengurus Korpri Kabupaten Tanggamus

Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 05 Tahun 2020
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanggamus (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Tanggamus ‘T'ahun 2020 Nomor 92);

Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 25 Tahun 2012 tentang tugas

pokok Sekretariat Dewan Pengurus Korpri ;
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